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Abstract: Violence that occurs in the household is not merely a matter of physical violence,
although the figures and data in general reveal that the majority of cases of domestic violence
that occur are in the type of domestic violence in physical form. Many societies or women are
not yet aware that threats and disturbances in the form of psychology in the household are
also a form of violence. The results of the study showed that law enforcement in cases of
psychological violence in households affecting women as victims was carried out based on
Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, this
policy does not function optimally in efforts to deal with psychological violence.
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Intisari: Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik
meskipun angka dan data yang ada secara umum mengungkap bahwa jumlah kasus KDRT
yang terjadi mayoritas adalah pada jenis KDRT dalam bentuk fisik. Banyak masyarakat
ataupun perempuan yang belum menyadari bahwa ancaman dan gangguan dalam bentuk
psikis pada rumah tangga juga merupakan suatu bentuk kekerasan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga
yang menimpa perempuan sebagai korban dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian,
keijakan ini belum berfungsi secara maksimal dalam upaya penanganan kekerasan psikis.

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan psikis, KDRT

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai persoalan dalam rumah tangga seolah tidak ada habisnya. Pada
dasarnya, masalah dan konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan sangat lumrah
terjadi. Kondisi ini disebabkan rumah tangga adalah wujud dari penyatuan individu-individu
yang berbeda untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun yang
membuat konflik dalam rumah tangga menjadi luar biasa adalah perilaku masing-masing
individu dalam rumah tangga serta cara masing-masing individu dalam menyikapi, bereaksi,
dan mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Dalam rumah tangga, penyebab utama dari konflik yang terjadi adalah adanya
komunikasi yang tidak efektif antara beberapa pihak. Konflik tersebut dapat dipicu oleh
perbedaan pola pikir, kepentingan, nilai dan tujuan, serta perbedaan lainnya yang tidak mampu
dinegosiasikan dan diselesaikan dengan mudah. Konflik pada awalnya muncul dari adanya
pertentangan atau perbedaan pendapat antara anggota keluarga dalam bermacam-macam
sebab. Begitu pula jenis konflik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti halnya konflik
hubungan perkawinan, konflik ekonomi, konflik, pekerjaan, konflik yang berasal dari tingkah
laku anak, konflik urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Konflik dalam keluarga bisa
terjadi karena keterbatasan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, mengatasi masalah,
ataupun karena dorongan emosional yang tinggi. Apabila terjadi secara terus menerus dan
dibiarkan berlarut-larut maka konflik akan berdampak pada krisis keluarga yang semakin
parah yang seringkali berujung pada peceraian, gangguan mental anggota keluarga, serta
kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang dalam membangun sebuah rumah tangga. Pernikahan
adalah suatu hal yang sakral dan seringkali menjadi dambaan setiap individu untuk
membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun
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demikian, patut disadari bahwa untuk membentuk keluarga atau rumah tangga masih
diperlukan banyak faktor lainnya seperti halnya kesamaan tujuan, visi, dan misi, kesadaran
akan peran dan tangung jawab masing-masing individu, pengertian, kemampuan menerima
satu sama lain, kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri, serta masih banyak faktor
lainnya. Tanpa adanya faktor-faktor pendukung tersebut, maka kebahagian dalam rumah
tangga akan sulit untuk diwujudkan.

Setiap individu yang memasuki gerbang pernikahan pasti membawa kebutuhan,
keinginan, dan tujuannya masing-masing. Individu tersebut kemudian berharap bahwa institusi
pernikahan dapat mewujudkan segala yang diinginkan. Dari sinilah muncul kepuasan ataupun
ketidakpuasan dalam pernikahan sejalan dengan seberapa besar harapan tersebut mewujud
menjadi kenyataan. Pada apapun kondisinya, pernikahan dan rumah tangga akan sangat
tergantug pada sikap individu yang membangunnya, sebagaimana kutipan berikut.

“Pernikahan bisa diumpamakan sebagai suatu perjalanan yang panjang penuh

kesukaan dan mengasyikkan, bila jalannya dipersiapkan matag-matang dan lancar.

Sebaliknya perjalanan bisa membosankan, membuat orang mengalami stres dan

tekanan batin bila jalannya penuh kerikil dan berlubang macet karena belum atau

tidak dipersiapkan.”

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal
yang biasa terjadi, namun sikap individu dalam rumah tangga yang sangat dibutuhkan agar
tidak membiarkan konflik berlarut-larut sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti
kekerasan dalam rumah tangga.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini
dapat diketahui dari banyaknya media yang memberitakan kekerasan rumah tangga yang
terjadi di seluruh Indonesia. Data Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan
yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, naik 16,5%
dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus. Dari 13.568 laporan yang
dianalisis oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam ranah privat yang mencakup hubungan
dalam keluarga (KDRT) dan dalam hubungan pribadi seperti pacaran memiliki risiko yang
besar dengan jumlah kasus mencapai 71 persen atau 9.637 kasus. Walaupun tidak menutup
kemungkinan bahwa juga ada laki-laki yag menjadi korban dalam KDRT, namun memang
benar bahwa perempuan adalah kaum yang rentan menjadi korban KDRT. KDRT memang
merupakan ranah privat, namun demi melindungi korban, KDRT dapat dilaporkan oleh siapa
saja yang mengetahui tindakan tersebut terjadi. Untuk memperlakukan kekerasan dalam rumah
tangga sebagai masalah penegakan hukum dan bukan masalah keluarga pribadi, perlu
perubahan pada cara dan frekuensi penangkapan, penuntutan, terpidana, dan pelanggar
hukuman.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai pola perilaku dalam
hubungan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan
kontrol terhadap pasangan. Pelanggaran dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional,
ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang memengaruhi orang lain. Apabila kita
menilik pada kasus KDRT yang banyak diungkap di media massa, maka jenis KDRT yang
banyak menjadi sorotan adalah KDRT berupa kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik
mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan
seksual sebesar 10,6%. Sebenarnya, bukannya jenis KDRT yang lain sedikit ataupun tidak
terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, banyak anggota masyarakat yang tidak
memahami bahwa KDRT bukan hanya kekerasan dalam wujud fisik, namun juga secara psikis.
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Kualitas pelecehan emosional itu sendiri dapat secara langsung berdampak pada
pengembangan kesadaran emosional.

Kekerasan yag terjadi di dalam rumah tangga sebenarnya hampir selalu berawal dari
kekerasan dalam wujud psikis. Namun hal ini seringkali tidak disadari oleh pihak yang
menjadi korban. Perasaan takut, tertekan, sedih, stres, bahkan depres merupakan wujud dari
KDRT dalam bentuk psikis. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dijalani tanpa
adanya perasaan-perasaan tersebut pada seluruh pihak. KDRT terhadap perempuan dalam
rumah tangga pada akhirnya juga berdampak pada anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan
adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia dengan implikasi serius
bagi kesehatan fisik dan mental mereka serta bagi anak-anak mereka. Hidup dengan dibayang-
bayagi rasa takut tentunya sangat tidak menyenangkan. Perempuan yang merasakan kekerasan
dalam rumah tangga akan merasa sangat takut kepada pasangannya, lebih dibandingkan
perempuan yang tidak pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga.

Sejauh ini, sudah sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait penanganan
dan penegakan hukum pada kasus KDRT dalam bentuk fisik. Namun demikian, sangat sedikit
sekali penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan terkait kasus KDRT dalam dalam bentuk
psikis. Ata dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang penegakan huum terhadap KDRT dalam bentuk kekerasan psikis.

B.Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini
mengkaji dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan juga menggunakan fakta-
fakta empiris yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
literatur atau studi kepustakaan, serta melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang
telah diperoleh melalui proses pengumpulan data penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik
meskipun angka dan data yang ada secara umum mengungkap bahwa jumlah kasus KDRT
yang terjadi mayoritas adalah pada jenis KDRT dalam bentuk fisik. Banyak masyarakat
ataupun perempuan yang belum menyadari bahwa ancaman dan gangguan dalam bentuk
psikis pada rumah tangga juga merupakan suatu bentuk kekerasan.

Kekerasan Dalam rumah tangga seringkali menjadikan perempuan sebagai korban.
Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, termasuk
kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan emosional, dan kekerasan ekonomi.
Bentuk-bentuk pelecehan ini menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah masalah di seluruh
dunia. Ini mempengaruhi wanita dari semua ras, kelompok etnis, kelas dan kebangsaan. Ini
adalah masalah yang mengancam jiwa bagi wanita secara individu terutama wanita yang
sudah menikah dan itu adalah masalah serius bagi masyarakat. Kekerasan memengaruhi
kehidupan jutaan perempuan di seluruh dunia dalam semua kelas sosial ekonomi dan
pendidikan.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB
tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan
kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan
fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu,
pemaksanaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan
umum maupun dalam kehidupan pribadi”.
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“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.” Sebagaimana jenis KDRT lainnya, KDRT dalam
bentuk psikis juga dapat membahayakan bagi korban.

Apabila dilihat dari segi kejiwaan, kekerasan psikis dapat menimbulkan masalah
kejiwaan bahkan juga sampai pada kematian. Sejauh ini, ada peningkatan minat dalam
memahami bagaimana trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri, dengan
studi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara riwayat kekerasan psikis dan perilaku
bunuh diri di kalangan wanita dan risiko untuk ide bunuh diri atau upaya meningkat dengan
keparahan trauma psikis.

Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat mewujud dalam tanda-tanda fisik. Hal ini
dikenal dengan somatoform. Somatoform merupakan salah satu gangguan psikis yang
tampil dalam bentuk gejala-gejala fisik. Dengan kata lain, somatoform adalah penyakit fisik
yang disebabkan oleh program pikiran negatif dan/atau masalah emosi seperti stres, depresi,
kecewa, rasa sesal, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya.

Salah satu gangguan psikis yag banyak dirasakan oleh perempuan yang mengalami
KDRT adalah depresi. Silverman menyatakan bahwa wanita yang mengalami kekerasan
dalam rumah tangga merasakan reaksi kesedihan dari hilangnya hubungan yang ideal dan
ancaman dari hilangnya pernikahan, keamanan, rumah, dan anak-anak. Konsekuensi utama
dari depresi adalah ketidakberdayaan dan tiada harapan. Perempuan yang mengalami
depresi juga mudah kehilangan kepercayaan diri. Apabila tidak ditangani, depresi yang
berkepanjangan akan mengancam nyawa. Ada beberapa tanda dari perempuan yang
mengalami kekerasan secara psikis, yaitu gejala trauma, defisit harga diri, dan ikatan
traumatis terhadap laki-laki.

Pada dasarnya, kekerasan fisik dan kekerasan psikis bagaikan dua sisi mata uang
yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan sejumlah
masalah kesehatan fisik dan mental jangka pendek dan jangka panjang. Dalam upaya
penanganan terhadap kekerasan psikis pada rumah tangga, Pemerintah telah menetapkan
kebijakan. Kebijakan sebagai upaya penanganan terhadap kekerasan psikis adalah melalui
penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga merupakan suatu langkah utama yang diambil dalam pencegahan tindak
KDRT. “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan
oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”
Kekerasan psikis menjadi salah satu jenis dari KDRT dalam undang-undang ini.

Diperlukan kebijakan hukum yang tepat dala penanganan kekerasan psikis dalam
rumah tangga. Sebagaimana pernyataan Lisa G. Lerman, pendekatan umum lain untuk
memulihkan kekerasan rumah tangga adalah dengan menggunakan kekuatan formal sistem
hukum untuk melindungi korban dan untuk menghukum atau mencegah kekerasan
berikutnya. Lebih banyak hukum mengenai penanganan kekerasan dibandingkan dengan
upaya pencegahannya. Masyarakat lebih sering berbicara tentang kekerasan yang terjadi
dibandingkan dengan upaya pencegahannya.

Sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan atas KDRT secara fisik, terhadap pelaku
KDRT secara psikis juga diganjar dengan hukuman pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal
45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana berikut.

(1)Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
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kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa pelaku dari kekerasan psikis
dalam rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling
banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Hanya saja, dalam suatu perkara tindak
kekerasan psikis, pembuktian adalah hal yang lebih rumit dilakukan dibanding kekerasan
dalam bentuk fisik. Pembuktian dalam kekerasan fisik dapat dilakukan secara kasat mata
atau melalui visum et repertum. Sedangkan kekerasan psikis hanya dapat dirasakan sendiri
oleh korban karena rasa sakit yang diderita bukanlah secara fisik melainkan pada hati dan
jiwa. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi isu utama dalam kasus kekerasan psikis.
Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada
terdaqwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didaqgwakan oleh penuntut
umum. Sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan kekerasan fisik, dalam kekerasan psikis,
pembuktian juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan korban
melalui assesment psikologi sehingga menghasilkan visum et repertum psichiatricum.
Namun, permasalahannya adalah terkadang sulit membuktikan dampak dari kekerasan
psikis. Pelecehan emosional dan fisik terjadi bersama-sama, mungkin sulit untuk
menentukan dampak uniknya.

Selain penanganan dan pembuktian terhadap kasus yang terjadi, upaya pencegahan
juga telah dilakukan oleh pemerintah. Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa
“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.
Namun sebenarnya, apabila dilakukan pembahasan yang lebih rinci terkait dengan upaya
pencegahan terlihat bahwa upaya yang dilakukan bukanlah upaya pencegahan, melainkan
penanganan dan rehabilitasi terhadap korban. Untuk lebih jelasnya berikut Pasal 13 Bab V
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga tersebut.

“Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a.penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

b.penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

c.pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program

pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d.memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman
korban.”

Segala upaya pencegahan yang disebutkan di atas tampak bukan merupakan upaya
pencegahan. Perlu adanya langkah yang lebih konkret untuk mencegah kekerasan psikis
yang terjadi dalam rumah tangga. Pencegahan melalui penyediaan ruang-ruang layanan dan
konseling sebenarnya bukanlah pencegahan, karena pencegahan hakikatnya dilakukan
sebelum segala sesuatunya terjadi, bukan setelahnya.

Terkait pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, lebih lanjut disusun dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 nomor 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala
upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik
secara fisik maupun psikis. Pasal 1 nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
menyatakan bahwa penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi
pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah
dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,
termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas yang
disediakan antara lain ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan
profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, dan sarana dan prasarana lain yang
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diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi
pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan
resosialisasi. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis,
advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah
tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun memang tidak dapat
dipungkiri bahwa pendampingan dan dukungan emosional sangat dibutuhkan. Hal ini perlu
dilakukan mengingat perlunya menata kembali gangguan emosional yang mungkin saja
dapat diderita oleh korban.
2.Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah
Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara meluas di seluruh dunia. Representasi
kekerasan dalam rumah tangga menghadirkan tantangan unik bagi dunia hukum ketika
mereka berjuang dengan kebijakan yang terbatas. Sedangkan, tindak KDRT dari suami
terhadap istri sangat rawan terjadi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan lebih lanjut yang
bukan hanya terkait dengan penegakan hukum, namun juga pencegahan terhadap KDRT.

KDRT yang bersifat fisik sangat mudah dibuktikan. Kekerasan psikis memang sulit
untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan
psikis. Namun demikian, dapat diidentifikasi beberapa indikasi dari terjadinya kekerasan
psikis dalam rumah tangga sebagaimana berikut.

Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan
negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;

a.Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau
mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;

b.Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya

c.Sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui Visum et

Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai

kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et Psikiatrikum ini dikeluarkan oleh pihak-

pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang
mengeluarkannya.

Pada bagian sebelumya, telah dibahas mengenai kebijakan dalam penanganan
terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dalam kebijakan hukum yang ada, telah
diungkapkan beberapa lembaga yang berperan dalam menangani kasus kekerasan psikis
dalam rumah tangga. Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan
mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan,
menjelek-jelekan dan lainnya. Bila kekerasan psikis ini telah menimbulkan dampak yang
mengganggu kondisi kejiwaan korban, maka harus segera dihentikan dengan melaporkan
kepada lembaga penyedia layanan yang ada. Lembaga-lembaga ini bisa membantu
memberikan informasi berbagai hal terkait persoalan KDRT. Lembaga penyedia layanan
juga bisa menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh
korban.

Data BKKBN menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah
menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%. Untuk mengetahui
implementasi penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga perlu dirujuk beberapa contoh kasus yang terjadi. Salah satu kasus yang terjadi
terkait kekerasan psikis terjadi di Prabumulih Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri
Prabumulih Sumatera Selatan, telah menghukum pria berinisial HAA karena melakukan
tindak pidana kekerasan psikis kepada isterinya. Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan
penjara.

Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pid.Sus/2011 terkait kasus ini layak dijadikan
pelajaran. Meskipun majelis dipimpin Prof. HM Hakim Nyak Pha menolak permohonan
kasasi jaksa semata karena sebagai judex juris, majelis hakim agung tak bisa mengutak-atik
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berat ringannya hukuman terdakwa yang sudah diputus judex factie. Jaksa sebenarnya
menuntut HAA 1,9 tahun penjara. Bagi jaksa, perbuatan terdakwa menelantarkan dan
mengabaikan isterinya, JS, sudah keterlaluan.

Kronologis kasus ini dimulai dari pernikahan HAA dan JS pada tanggal 7 Juli 2007.
Pernikahan tersebut berjalan tidak seindah yang dibayangkan. HAA bekerja sebagai
pegawai KUA di Prabumulih, sedangkan JS bekerja sebagai guru di daerah Maninjau
Sumatera Barat. Sesaat setelah pernikahan, saksi korban ikut suaminya ke Prabumulih.
Selama di kampung halaman suami hingga kembali pulang, suami tak memberikan nafkah
lahir dan batin, bahkan berusaha menghindari saksi korban. Saat Idul Fitri pun, suami tetap
cuek terhadap isterinya. Melalui sidang terungkap bahwa salah satu penyebab sikap HAA
adalah karena tak bisa melupakan mantan kekasihnya.

Kasus ini akhirnya bermuara ke polisi. Hasil pemeriksaan psikologi oleh psikolog
Polda Sumatera Selatan menunjukkan perubahan psikis saksi korban. Sebagai isteri sah dari
terdakwa, JS merasa tertekan, malu, sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Walaupun
terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, namun
secara psikis saksi korban mengalaminya.

Perceraian kemudian tidak dapat terelakkan. Status saksi korban yang janda tapi
masih perawan membuat dirinya tidak percaya diri untuk memulai hidup baru. Bahkan
status itu pula yang membuat saksi korban merasa persoalannya jadi bahan pembicaraan
rekan guru dan murid-muridnya. Perasaan malu, trauma dan stres membuat dirinya cemas
menghadapi lingkungan dan masa depan. HAA akhirnya dihukum karena melanggar pasal
45 ayat (1) UU PKDRT. Putusan ini bisa dijadikan preseden untuk melindungi korban
KDRT. Bantuan untuk korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dilakukan dengan
menghadirkan psikolog dan psikiater. Selama ini, cukup banyak pengaduan isteri akibat
kekerasan psikis dari suami. Dalam memutus suatu perkara, hakim perlu melihat kasus-
kasus kekerasan yang dialami perempuan secara komprehensif sebagaimana yang
dilakukan dalam penanganan kasus ini.

Peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Responden
dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang perempuan yang mengajukan gugatan
perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang. Wawancara dilakukan secara tidak
terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terungkap bahwa 8 dari 10 orang
responden mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Selain kekerasan psikis, 3 dari
responden juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan fisik secara bersamaan. Namun
demikian, hampir seluruh responden yang mengalami kekerasan secara psikis enggan untuk
melanjutkan kasus ke pengadilan umum. Seluruh responden tersebut lebih memilih
perceraian tanpa melanjutkan gugatan ke pengadilan atas kekerasan psikis yang dialami.
Sebagian besar responden juga tidak memahami bahwa dirinya sudah mengalami kekerasan
psikis. Selain itu, responden juga tidak mengetahui bahwa atas kekerasan psikis yang
diderita, responden dapat mengajukan gugatan pidana.

Indikasi dari adanya kekerasan psikis yang dialami responden adalah adanya
perasaan takut dan cemas atas sikap serta caci dan maki yang diterima dari suami. Sebagian
besar responden juga tidak berkonsultasi terkait perasaan dan gangguan psikis yang
dialami. Hanya satu orang responden yang mengungkap bahwa dirinya sudah berkonsultasi
kepada salah seorang psikolog selama dua tahun sebelum memasukkan gugatan perceraian.
Hal ini dipicu oleh kesadaran bahwa dirinya sudah mengalami tanda-tanda depresi. Adapun
tanda depresi yang dirasakan responden adalah merasa putus asa, rendah diri dan tidak
berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau
sedih secara berkelanjutan, sensitif, serta mudah menangis.

Terkait dengan perasaan cemas yang dirasakan, responden bahkan sudah mencapai
tahap adanya ganguan panik serta ada simptom yang dirasakan secara fisik seperti nyeri di
bagian dada, jantung berdebar-debar, sesak nafas, pusing, dan perasaan tercekik atau
tersedak, serta merasa terpisah dari kenyataan dan lingkungan sekitar. Responden kemudian
juga berkali-kali dirawat di rumah sakit karena adanya gangguan tersebut. Hasil
pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa adanya gejala pikosomatis. Dalam kasus ini,
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responden mengalami kekerasa psikis yang dilakukan oleh suami. Suami selalu berbicara
kasar kepada korban, sehingga korban merasa rendah diri dan tidak dihargai.

Pada akhirnya, korban juga merasakan bahwa dirinya tidak berharga dan ada
dorongan untuk mengakhiri hidup. Korban kemudian cepat mengambil tindakan untuk
berkonsultasi dengan psikolog terkait perasaan yang ada di dalam dirinya. Hal ini
disebabkan korban memiliki kesadaran bahwa diriya telah masuk ke tahap depresi. Hal ini
sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa “Hasil dan efek kekerasan dalam rumah
tangga adalah trauma psikologis dan emosional, trauma fisik, dan kematian. Korban
mungkin mengalami pikiran bunuh diri, depresi dan kecemasan, kurang tidur, dan
gangguan stres pascatrauma.”

Upaya untuk menyelamatkan pernikahan juga telah dilakukan dengan membuka
komunikasi dengan pihak suami, namun kemudian dirasa tidak ada jalan keluar dan tidak
ada perubahan atas komunikasi yang dilakukan. Atas kasus ini terlihat bahwa korban
mengalami banyak kerugian. Namun demikian, korban tetap enggan untuk mengajukan
tuntutan lanjut ke pengadilan umum. Korban lebih memilih untuk bercerai tanpa
melanjutkan tuntutan. Kondisi ini dipilih karena korban merasa bahwa dirinya hanya ingin
secepatnya terbebas dari segala tekanan psikologis yang dirasakan dalam hubungan dengan
suami sehingga tidak ingin berlarut-larut mengurusi kasus yang masih ada kaitannya
dengan suami. Adapun yang terjadi dalam kasus ini sesuai dengan hasil penelitian Haj-
Yahia yang menemukan bahwa kekerasan psikis dapat menyebabkan hilangnya percaya
diri, depresi, dan gangguan kecemasan.

Apabila dilihat dari penyebab terjadinya kekerasan psikis, terdapat dua faktor utama
sebagaimana uraian berikut.

a.Faktor Eksternal

Penyebab timbulnya tindak kekerasan suami terhadap istri berkaitan dengan
hubungan kekuasanan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.
Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan
menjadi kepala keluarga. Artinya, suamilah yang mempunyai otoritas, pembuat
keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap isri dan anggota keluarga lainnya.
b.Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi dan
kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Dari kedua faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat
sedikitnya enam aspek yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, yaitu:

a.Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat

b.Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan
pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakian bahwa mereka harus kuat
dan berani serta tidak toleran.

c.Budaya yang mengkoordinasikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki
atau kepada suami khususnya secara ekonomi.

d.Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang diaggap harus
ditutup karena masuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.

e.Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi
suami tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.

f.Kondisi keprihatinan dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Berdasarkan fakta yang ada, dapat dilihat bahwa sangat sedikit penanganan terhadap
kasus kekerasan psikis yang terjadi yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban
lebih banyak memilih untuk diam dan tidak melanjutkan perkara. Begitu pula halnya
dengan upaya pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
tersebut. Lembaga-lembaga yang ditetapkan untuk membantu korban belum difungsikan
secara maksimal sebagaimana mestinya. Selain itu, belum ada edukasi dan sosialisasi ari
pemerintahh untuk pencegahan kasus kekerasan psikis.
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Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius yang kurang
mendapat tanggapan dari masyarakat. Adapun alasan mendasar kurangnya tanggapan
masyarakat terhadap persoalan didalam rumah tangga terutama tindak kekerasan yang
dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut.

a.Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri memiliki ruang lingkup yang
relatif tertutup (pibadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalan tersebut terjadi
didalam rumah tangga.

b.Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sering dianggap hal yang
wajar oleh segelintir masyarakat karena mereka beranggapan bahwa memperlakukan
istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah
tangga.

c.Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri terjadi didalam lembaga yang
legal yaitu perkawinan. Sehingga orang berpikir bahwa orang lain tidak berhak untuk
mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Kesadaran untuk membantu korban kekerasan psikis lebih banyak dilakukan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga lembaga lainya seperti halnya Women Crisis
Center, dibandingkan dilakukan oleh negara. Padahal, tanggung jawab positif negara yang
melekat dalam perjanjian hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil
tindakan positif untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah lembaga
swadaya masyarakat juga membuat definisi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang
dirumuskan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan
seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat
kesengsaraan atau penderitan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman
perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang
atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Adanya
kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan indikator adanya
ketidakseimbangan dan tanggung jawab dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian,
terlihat bahwa implementasi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum berjalan secara maksimal terkait
kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

D.Penutup
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menimpa
perempuan sebagai korban dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-
undang tersebut sudah ditetapkan sanksi terhadap pelaku, serta lembaga-lembaga yang
memiliki kewenangan untuk membantu korban. Penunjukan lembaga dalam kebijakan
ini diaggap dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kekerasan psikis yang terjadi.

2.Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dalam upaya penanganan terhadap kekerasan psikis yang
dialami perempuan belum berjalan secara maksimal. Kekerasan didalam rumah tangga
khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri merupakan
realita yang memerlukan penanganan yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat.
Dalam masyarakat Indonesia yang masih terpengaruh oleh unsur hukum adatnya, lebih
suka menyembunyikan persoalan yang terjadi didalam rumah tangganya. Hal ini selain
atas alasan yang penulis uraikan diatas juga masih sangat kuatnya keyakinan untuk
menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Akibatnya banyak
perempuan (istri) korban kekerasan psikis didalam rumah tangga yang menyerah pada
keadaan, memendam sendiri penderitannya yang akhirya bisa berpengaruh pada
mental istri itu sendiri sehingga mungkin saja timbul tindak kekerasan yang berlapis-
lapis misalnya, tindak kekerasan yang dilakukan ibu terhadap anak-anaknya.
Kekerasan didalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan
oleh suami terhadap istri adalah suatu bentuk emosional yang merupakan suatu cara
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pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bila anggapan umum
menyatakan tempat yang paling berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan
faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan
dalam lingkup personal, baik dalam kaitannnya dengan perannya sebagai istri.
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